
BUPATI PONOROGO PROVINS! JA WA TIMUR
PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 50 TAHUN 2019 
TENTANG 

[ SALINAN )

PENCABUTAN ATAS 2 (DUA) PERATURAN BUPATI PONOROGO YANG BERK.AITAN DENGAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAHPADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUTTEN PONOROGO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI PONOROGO, 

a. bahwa untuk meningkatkan efe tifitas, efisiensi sertapenyesuaian dengan situasi da5 kebutuhan strukturorganisasi di Pemerintah Kabup1aten Ponorogo dalammelakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perludilakukan penghapusan terhadap bbberapa Unit PelaksanaTeknis Daerah (UPTD) pada Dinas dl lingkungan PemerintahKabupaten Ponorogo; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seoagaimana tersebut padahuruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPencabutan atas 2 (dua) Peraturan Bupati Ponorogo YangBerkaitan Dengan Pembentukan Unit Pelaksana TeknisDaerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah KabupatenPonorogo; 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi JawaTimur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas WilayahKotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubahUndang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah­Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa Tengah, Jawa Bantt, dan DI Yogyakarta(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2370); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5234); 



Menetapkan 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia INomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 181 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Le baran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6037); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri omor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Huku Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 No or 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Ment ri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Neg ra Rep1:1blik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas 
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 
Nomor 6); 

MEMUTUSKAN 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENCA�UTAN ATAS 2 (DUA) 
PERATURAN BUPATI PONOROGO YANG BERKAITAN DENGAN 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA 
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO 

Pasal 1 
Dengan Peraturan Bupati ini, 2 (dua) Peraturan Bupati Ponorogo yang berkaitan 
dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakarl tidak berlaku, sebagai 
berikut: I 
a. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten 
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 52); 
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b. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di LingkunganDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kaburaten Ponorogo (BeritaDaerah Ka bu paten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 53). 
Pasal 2 (1) Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana TeknisDaerah di Dinas yang telah ada sebelum berlakuny'ia Peraturan Bupati ini,tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta tetr,p diberikan tunjanganjabatan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Jabatan olehBupati Ponorogo. I (2) Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan sebagaimana dimaksus padaayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati inidiundangankan.
Pasal3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundan: kan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan p, ngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Klbupaten Ponorogo.

Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 1 7 Juni 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 
AGUS PRAMONO 

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 1 7 Juni 2019 
BUPATI PONOROGO, 

TTD. 
H. IPONG MUOHLISSONI

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 50. 
Salinan sesuai dengan asliny'KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 
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